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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 1996

TENTANG

BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN

Meni mbang :

Mengi ngat

Menet apkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-
undang Nonor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

kel ent uan tentang persyaratan dan tata cara
pengenaan Bea Masuk Antidunping dan Bea Masuk
I bal an serta penanganannya perlu diatur |ebih
| anj ut dengan peraturan pemnerintah.

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreenent Establishing the World
Trade Organi zation (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1994 Nonor 57 Tanmbahan
Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor
3564) ;

3. Undang-undang Nonor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lenbar an Negar a Republ i k
I ndonesi a Tahun 1995 Nonmor 75 Tambahan
Lenmbaran Negara Republik Indonesia Nonor
3612);

MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG BEA MASUK ANTI -
DUMPI NG DAN BEA MASUK | MBALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am peraturan penerintah ini yang di maksud
dengan:

1. Barang Dunping adalah barang yang diinpor
dengan tingkat Harga Ekspor yang | ebih rendah
dari Nilai Normal nya di negara pengekspor

2. Harga Ekspor adalah harga yang sebenarnya
di bayar atau akan di bayar untuk barang yang
di ekspor ke dal am Daerah Pabean sebagai mana
di maksud dal am Undang- undang Nonor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan.
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Nilai Normal adalah harga ysng sebenarnya
di bayar atau akan dibayar untuk Bar ang
Sej enis dalam perdagangan pada unmumya d
pasar domesti k negara pengekspor untuk tujuan
konsunsi .

Marjin Dunping adalah selisih antara Nila
Nor mal dengan Harga Ekspor dari Bar ang

Dunpi ng.
Subsi di adal ah:

a. setiap bantuan keuangan yang diberikan
ol eh pemerintah atau badan penerintah
bai k | angsung atau tidak | angsung kepada
perusahaan, industri, kelonpok industri,
atau eksportir; atau

b. setiap bent uk dukungan t er hadap
pendapatan atau harga yang di beri kan
secara | angsung atau tidak | angsung untuk
meni ngkat kan ekspor atau menurunkan i npor
dan atau ke negara yang bersangkutan
yang dapat nenberi kan manf aat bag
peneri manya.

Bar ang Mengandung Subsi di adal ah barang yang
dii npor dengan tingkat Harga Ekspor yang
mengandung Subsi di

Subsi di Net o adal ah selisih antara Subsid
dengan:

a. biaya per nohonan, t anggungan, atau
pungutan lain vyang dikeluarkan unt uk
menper ol eh Subsi di; dan/atau

b. pungutan yang di kenakan pada saat ekspor
untuk pengganti Subsidi yang diberikan
kepada barang ekspor tersebut.

I ndustri Dal am Negeri adal ah

a. kesel uruhan produsen dal am negeri Barang
Sej enis; atau

b. produsen dal am negeri Barang Sejenis yang
pr oduksi nya mewaki | i sebagi an besar
(1 ebih dari 50% dari kesel uruhan
produksi barang yang bersangkut an

Barang Sejenis adalah barang yang identik
atau sama dalam segala hal dengan barang
i mpor dimksud atau barang yang nmemlik
karakteristik fisik, teknik, atau Kkimnm aw
menyer upai barang i npor di maksud.

Pi hak yang Ber kepenti ngan adal ah:

a. eksportir, produsen luar negeri, atau
importir barang yang diselidiki, atau
asosi asi yang mayoritas anggotanya adal ah
para eksportir, produsen, atau inportir
yang di seli di ki ;
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b. pemerintah negara pengekspor; dan

c. produsen Barang Sejenis di dalam negeri
atau asosi asi produsen dal am negeri, yang
mayoritas anggotanya menproduksi Barang
Se jenis.

11. Kerugi an adal ah:

a. kerugian I ndustri  Dal am Negeri yang
menpr oduksi Barang Sejeni s;

b. ancaman terjadinya Kerugian I ndustri
Dal am Negeri yang nenproduksi Bar ang
Sej enis; atau

c. terhal angnya pengenbangan industri Barang
Sej eni s di dal am negeri .

12. Senentara adal ah tindakan yang diambil untuk
mencegah terjadinya Kerugian dalam nmasa
penyel i di kan berupa pengenaan Bea Masuk
Ant i dunpi ng sementara atau Bea Masuk | nbal an
senent ar a

13. Ti ndakan Penyesuai an adal ah penyesuai an harga
atau penghentian ekspor Barang Dunping atau
Barang Mengandung Subsi di, atau penghapusan
atau penbatasan Subsidi, atau tindakan [lain
yang di t awar kan, ol eh eksportir Bar ang
Dunping atau penerintah negara pengekspor
dan/ at au eksportir Barang Mengandung Subsid
atau disarankan oleh Komte dengan tujuan
unt uk menghi | angkan Kerugi an

14. Bea Masuk adal ah pungut an negar a yang
di kenakan terhadap barang inmpor untuk di paka
di dal am Daer ah Pabean sebagai mana di maksud
dal am Undang-undang Nonmor 10 Tahun 1995
tentang kepabeanan.

15. Bea Masuk Antidunpi ng adal ah pungutan negara
yang di kenakan terhadap Barang Dunping yang
menyebabkan Kerugi an

16. Bea Masuk | nbal an adal ah pungutan negara yang
di kenakan terhadap Barang Mengandung Subsid
yang nmenyebabkan Kerugi an

Pasal 2

Terhadap barang inpor sel ain di kenakan Bea Masuk
dapat di kenakan Bea Masuk Antidunpi ng, dal am hal:

a. Harga Ekspor dari barang tersebut I ebi h
rendah dan Nl ai Nornmal nya; dan

b. i mpor barang tersebut menyebabkan Kerugi an

Pasal 3
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Ter hadap barang i nmpor sel ain di kenakan Bea Masuk,
dapat di kenakan Bea Masuk | nbal an, dal am hal :

a. barang tersebut diberikan Subsidi di negara
pengekspor; dan
b. i mpor barang tersebut menyebabkan Kerugi an
Pasal 4

(1) Besarnya Bea Masuk Antidunping sebagai mana
di mksud dalam Pasal 2 setinggi-tingginya
sama dengan Marjin Dunpi ng.

(2) Besarnya Bea Masuk | mbal an sebagai mana
di maksud dalam Pasal 3 setinggi-tingginya
sama dengan Subsidi Neto.

Pasal 5

Dal am hal Bea Masuk Antidunping dan Bea Masuk
I mhal an dapat di kenakan secara bersamaan, terhadap
i mportasi barang yang bersangkutan hanya di kenakan
salah satu vyang tertinggi diantara Bea Masuk
Ant i dunpi ng atau Bea Masuk | nbal an.

BAB 11
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

Pasal 6

(1) Untuk nenangani permasal ahan yang berkaitan
dengan upaya penanggul angan i nportasi Barang
Dunpi ng dan Barang Mengandung Subsi di
Ment er i Peri ndustri an dan Per dagangan
menbent uk Komite Anti Dunping | ndonesia yang
sel anjutnya dalam Peraturan Penerintah ini
di sebut Komte.

(2) Komte di pimpin oleh seorang Ketua dan
ber anggot akan unsur-unsur dari:

a. Departenen Perindustrian dan Perdagangan

b. Departenen Keuangan; dan

c. Departemen atau |enmbaga non departenen
terkait |ainnya

Pasal 7
(1) Komite bertugas:

a. nelakukan penyelidi kan terhadap Barang
Dumpi ng dan Barang Mengandung Subsi di

b. mengunmpul kan, neneliti dan nengol ah bukt
dan i nfornasi ;

c. nmengusul kan pengenaan Bea Masuk
Anti dunpi ng dan Bea Masuk | nmbal an;

d. nelaksanakan tugas |ain yang ditetapkan
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ol eh Ment er i Perindustri an dan
Per dagangan; dan
e. menbuat | aporan pel aksanaan tugas.

(2) Segal a bi aya yang di perl ukan unt uk
nmel aksanakan tugas Kom te sebagai mana
di maksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Anggar an Bel anj a Departenen Perindustrian dan
Per dagangan.

BAB 111
PENYEL IDIKAN
Pasal 8
(1) Industri Dal am Negeri dapat mengaj ukan

per mohonan kepada Komte untuk mel akukan
penyel i di kan atas barang i mpor yang diduga
sebagai Bar ang Dunpi ng dan/ at au Bar ang
Mengandung Subsi di yang nmenyebabkan Kerugi an

(2) Dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak
diteri manya pernohonan sebagai mana di maksud
pada ayat () dan ber dasar kan hasi
penelitian serta bukti yang diajukan, Komite
menberi kan keputusan:

a. nenol ak, dal am hal pernohonan tidak
memenuhi persyaratan; atau

b. nmenerima dan nenul ai penyelidi kan, dalam
hal pernohonan nenenuhi persyaratan

(3) Persyaratan sebagai mana di maksud pada ayat
(2) yang harus di penuhi ol eh per nohon
di t et apkan | ebih | anj ut ol eh Ment er i
Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Kom te ,dapat nel akukan penyelidi kan atas barang
i mpor yang di duga sebagai Barang Dunpi ng dan/atau
Bar ang Mengandung Subsi di tanpa adanya pernohonan
dari Industri Dal am Negeri .

Pasal 10
Keput usan Komte untuk menul ai penyel i di kan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 8 ayat (2) huruf
b atau Pasal 9 terlebih dahulu diununrkan dan
di beri tahukan kepada Pi hak yang Ber kepenti ngan
Pasal 11
(1) Penyelidikan sebagai mana di maksud dal am Pasa
10 harus diakhiri dal am waktu dua bel as bul an

sej ak keputusan di nul ai nya penyel i di kan.

(2) Dalam hal tertentu, bat as pengakhi ran
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penyel i di kan sebagai nana di maksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang nenj adi sel ama-| anmanya
del apan bel as bul an.

Pasal 12

Sel anbat - | anbat nya dal am batas waktu sebagai -
mana di maksud dal am Pasal 11, Komite nenyam
pai kan hasil akhir penyel i di kan kepada
Menteri  Perindustrian dan Perdagangan serta
menberi tahukan kepada pi hak yang Berkepen-
tingan bahwa terbukti atau tidak terbukt

adanya Bar ang Dunmpi ng dan/ at au Bar ang
Mengandung Subsi di yang nmenyebabkan Kerugi an

Dal am hal dari hasil akhir penyel i di kan
t er bukti adanya barang Dunping dan/ at au
Bar ang Mengandung subsi di sebagai nana
di maksud pada ayat (1), Komile nmenyanpai kan
besarnya Marjin Dunping dan/atau Subsidi Neto
dan mengusul kan pengenaan Bea Masuk
Antidunping atau Bea Masuk |nbalan kepada
Ment eri Perindustrian dan Perdagangan.

Dal am hal dari hasil akhir penyelidi kan tidak
t er bukti adanya Barang Dunping dan/ at au
Barang Mengandung Subsidi yang nenyebabkan
Kerugi an sebagai mana di maksud pada ayat (1),
Kom te menghenti kan penyel i di kan dan
mel apor kan kepada Menteri Perindustrian dan
Per dagangan.

BAB 1V
BUKTI DAN INFORMASI

Pasal 13

Dal am rangka penyel i di kan Barang Dunpi ng dan/atau
Bar ang Mengandung Subsidi, Konmite:

a.

menberi t ahukan kepada Pi hak yang
Ber kepent i ngan nmengenai i nf or masi yang
di perl ukan dan nenberi kan kesenpatan kepada
Pi hak yang Ber kepenti ngan untuk nenyanpai kan
bukti - bukti secara tertulis;

menberi kan naskah |engkap pernohonan yang
di aj ukan sebagai mana di naksud dal am Pasal 8
ayat (1) kepada eksportir dan Pihak vyang
Ber kepenti ngan di negara pengekspor, serta
Pi hak yang Berkepentingan | ai nnya yang
mener | ukan; dan

menberi kan kesenpat an kepada senua Pi hak yang
Ber kepenti ngan untuk nmenbela kepentingannya
dan sal i ng bertenmu guna menberi kan
argunent asi .
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Pasal 14

(1) Dalam rangka mengunpul kan dan nemanfaat kan
i nformasi, Komte:

a. dapat nmenerima informasi secara |isan
dengan syarat penberi informasi sel anjut-
nya menyanpai kan i nformasi t er sebut
secara tertulis untuk diketahui ol eh
Pi hak yang Berkepentingan | ai nnya;

b. nmenberikan kesenpatan kepada i ndustri
pengguns pr oduk yang sedang dal am
penyel i di kan dan waki | or gani sas

konsunmen dal am hal produk tersebut dijua
secara eceran, untuk menberikan infornmasi
yang berkaitan dengan penyel i di kan;

c. dapat nmenberi kan kesenpatan kepada Pi hak
yang Berkepentingan untuk nelihat senua
i nf or masi yang berkaitan dan tidak
bersifat rahasia yang digunakan dalam
penyel i di kan;

d. tidak nmengunmunkan setiap informasi yang
bersifat rahasia tanpa izin dari pihak
yang nmenyer ahkan dan dapat nen nta kepada
pi hak yang nenberi kan i nformasi rahasia
tersebut untuk menmbuat ringkasannya yang
ti dak bersifat rahasia;

e. dapat nengabai kan suatu informasi yang
ber si f at rahasia, dalam hal Kom te
menganggap perm ntaan nmenj aga ker ahasi aan
informasi tersebut tidak beralasan dan
penberi informasi tidak bersedi a nmengubah
status informasi tersebut nmenjadi tidak
rahasia atau tidak nmenbuat ri ngkasan
sebagai mana di mksud pada hur uf d,
kecual i terdapat petunjuk bahwa informasi
tersebut adal ah benar dan

f. nmenberitahukan kepada Pi hak yang
Ber kepenti ngan tentang bukti penting yang
di gunakan sebagai dasar penyusunan hasi
akhir penyelidi kan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 11.

(2) Dalam hal Pihak yang Ber kepenti ngan menol ak
menber i kan informasi atau nenol ak upaya
pengunpul an i nformasi atau menghal ang
penyel i di kan, Konite dapat nenyusun hasi
penyel i di kan berdasarkan bukti yang tersedia.

Pasal 15

Unt uk kepentingan penelitian kebenaran informasi,
Kom te dapat nel akukan penyelidikan di | uar
negeri, sepanj ang nendapat per set uj uan dar

perusahaan yang akan diselidi ki dan nenberitahukan
kepada perwaki | an negara yang ber sangkut an

kecual i negara yang bersangkutan nenol ak.
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Pasal 16

Dal am pel aksanaan penyelidi kan, Komite nen-
gunpul kan informasi dari masing-masing ek-
sportir atau produsen yang nengekspor atau
menpr oduksi barang yang diselidiKki.

Dal am hal jum ah eksportir, produsen, inpor-
tir, alau tipe barang yang diselidiki nen-
yangkut jum ah yang besar, Konite dapat
menbat asi  peneri ksaan dal am rangka pel aksa-
naan penyel i di kan.

Penbat asan sebagai mana di maksud pada ayat
(23) dil akukan dengan cara:

a. nmemlih secara acak Pihak yang Berkepen-
tingan atau tipe barang yang di duga
sebagai Barang Dunpi ng atau Barang Men-
gandung Subsi di  dengan menper gunakan
metode statistik berdasarkan infornmasi
yang tersedia; atau

b. menggunakan persentase terbesar dari
vol ume ekspor barang yang sedang diseli -
di ki di negara yang bersangkut an

BAB V
TINDAKAN SEMENTARA

Pasal 17

Apabila dal am masa penyel i di kan sebagai nana
di mmksud dalam Pasal 11 ditenukan bukt
permul aan yang kuat adanya Barang Dunping
dan/ at au Barang Mengandung Subsi di yang
menyebabkan Kerugi an, Komite menbi ritahukan
kepada Pi hak yang Ber kepenti ngan dan nenberi -
kan kesenpatan untuk nmenyanpai kan i nfor nasi
atau tanggapan dal am waktu paling lam tiga
pul uh hari sejak tanggal penberitahuan

Untuk nencegah terjadinya Kerugian selamm
di  akukan penyelidi kan sebagai mana di maksud
pada ayat (1), Komite dapat mengusul kan
kepada Menteri p erindustrian dan Perdagangan
unt uk menber | akukan Ti ndakan Sement ara dengan
menyanpai kan besarnya Marjin Dunpi ng senent a-
ra dan/atau Subsidi Neto sementara

At as dasar usul an Konite sebagai mana di naksud
pada ayat (2), Menteri Perindustrian dan
Per dagangan nenutuskan nilai tertentu untuk
pengenaan Ti ndakan Senmentara, yang besarnya
sama dengan atau lebih kecil dari Marjin
Dunpi ng sementara dan/atau Subsidi Net o
senent ar a
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Pasal 18

Pengenaan Ti ndakan Sementara  sebagai mana
di maksud dal am Pasal 17 sepanjang barang yang
di duga sebagai Barang Dunpi ng berupa:

a. penbayaran Bea Masuk Anti dunpi ng senenta-
ra; atau

b. penyerahan jam nan dalam bentuk uang
tunai, jam nan bank atau jam nan dar
perusahaan asuransi, sebesar Bea Msuk
Anti - dunpi ng senment ara sebagai mana di mak-
sud pada huruf a,

di t et apkan oleh Menteri Keuangan dengan
menper hati kan ket entuan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 4.

Ti ndakan Senent ara sebagai mana di maksud pada
ayat (1) dikenakan paling cepat enam puluh
hari sejak di nul ai nya penyelidi kan dan berl a-
ku paling | ama enpat bul an

At as perm ntaan eksportir yang mewaki |
sebagi an besar eksportir yang mengekspor
barang yang diselidiki, masa berl aku Ti ndakan
Senment ar a sebagai mana di naksud pada ayat (2)
dapat ditetapkan paling | ana enam bul an.

Dal am hal Bea Masuk Antidumping senentara
di tetapkan |ebih rendah dari Marjin Dunping
sementara, masa berlaku Tindakan Sementara
sebagai mana di maksud pada ayat (2) dapat
di tetapkan paling | ana enam bul an.

At as perm ntaan eksportir yang newakili seba
gian besar eksportir yang nmengekspor barang
yang diselidiki, masa berlaku Ti ndakan Senen-
tara sebagai mana di maksud pada ayat (4) dapat
di tet apkan paling | ama senbil an bul an.

Pasal 19

Pengenaan Ti ndakan Senentara sebagai nana
di maksud dal am Pasal 17 sepanj ang barang yang
di duga sebagai Barang Mengandung Subsi d
ber upa:

a. penbayaran Bea Masuk | nbal an senentara;
atau

b. penyerahan jam nan dalam bentuk uang
tunai, 3am nan bank atau jam nan dar
perusahaan asuransi, sebesar Bea Msuk
| mbal an senmentara sebagai mana di naksud
pada huruf a,

di t et apkan oleh Menteri Keuangan dengan
menper hati kan ket entuan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 4.

Ti ndakan Senent ara sebagai mana di maksud pada
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ayat (I) dikenakan paling cepat enam puluh
hari sejak di nul ai nya penyelidi kan dan berl a-
ku paling |ama enpat bul an

Pasal 20

Ti ndakan Senentara yang di berl akukan berda-
sarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tidak di berl ak-
ukan lagi dalam hal penyelidikan berakhir
sebagai mana di maksud dal am Pasal |1.

Pengakhi ran Tindakan Senmentara sebagai mana
di maksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan
keputusan Menteri Keuangan berupa:

a. pengenaan Bea Masuk Antidunping sebagai -
mana di maksud dalam Pasal 2 atau Bea
Masuk | nbal an sebagai nana di maksud dal am
Pasal 3; atau

b. pencabutan keputusan Tindakan Senentara
dan pengenbalian penbayaran Bea Masuk
Ant i dunpi ng senmentara atau jam nan seba-
gai mana di maksud dal am Pasal 18 ayat (1)
atau Pasal 19 ayat (1).

BAB VI
TINDAKAN PENYESUAIAN

Pasal 21

Sel ama  masa penyel i di kan, eksportir Barang
Dumpi ng atau penerintah negara pengekspor
dan/ at au eksportir Barang Mengandung Subsid
dapat nengaj ukan tawaran untuk mel akukan
Ti ndakan Penyesuai an kepada Konmite.

Ti ndakan Penyesuai an sebagai mana di maksud
pada ayat (1) dapat berupa:

a. penyesuai an harga atau penghenti an ekspor
Barang Dunping ata Barang Mengandung
Subsi di; atau

b. penghapusan atau penbatasan Subsidi, atau
ti ndakan |ain yang dapat nenghil angkan
Ker ugi an aki bat penberi an Subsi di .

Tawar an Ti ndakan Penyesuai an sebagai nana
di maksud pada ayat (1.) dapat diaj ukan sepan-
j ang:

a. besarnya Marjin Dunpi ng sement ar a
dan/atau Subsidi Neto senmentara serta
kerugi an tel ah ditentukan; dan

b. Tindakan Penyesuai an akan dapat nenghi -
| angkan Ker ugi an.
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Pasal 22

(1) Komite nenilai tawaran Tindakan Penyesuai an
sebagai mana di meksud dalam Pasal 21 dan
nmel aporkan hasil penilaian kepada Menter
Peri ndustri an dan Perdagangan.

(2) Atas dasar hasil penilaian sebagai mana di mak-
sud pada ayat (1), Menteri Perindustrian dan
Per dagangan nenutuskan untuk nenerinma atau
nmenol ak tawaran Ti ndakan Penyesuai an

(3) Dal am hal tawaran Ti ndakan Penyesuaian dite-
rima, penyelidi kan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 11 tetap disel esaikan.

(4) Apabila dari hasil akhir penyelidikan terbuk-
ti adanya Barang Dunping dan/atau Barang
Mengandung Subsi di yang menyebabkan Kerugi an,
Ti ndakan Penyesuai an di |l anj ut kan.

(5) Apabila dari hasil penyelidikan tidak terbuk-
ti adanya Barang Dunping dan/atau Barang
Mengandung Subsi di yang nmenyebabkan Kerugi an,
Ti ndakan Penyesuai an di akhiri, kecuali tidak
adanya Kerugian tersebut disebabkan karena
adanya Ti ndakan Penyesuai an.

Pasal 23

Sel ama Ti ndakan Penyesuai an di ber| akukan, ekspor-
tir dan/atau penerintah negara pengekspor sebagai -
mana di maksud dal am Pasal 21 ayat (1) nenyanpai kan
secara berkal a kepada Konite pel aksanaan Ti ndakan
Penyesuai an, dan nenyetujui untuk dilakukan veri -
fikasi data.

Pasal 24

Dal am hal Ti ndakan Penyesuai an sebagai mana di mak-
sud dal am Pasal 21 ayat (2) dil anggar

a. terhadap i nportasi Barang Dunpi ng berikutnya
setel ah pel anggaran, dapat di kenakan Bea
Masuk Anti dunpi ng senent ar a;

b. terhadap i nportasi Barang Mengandung Subsid
beri kut nya setel ah pel anggaran, dapat dike-
nakan Bea Masuk | mbal an senentar a;

c. terhadap i nportasi Barang Dunpi ng atau Barang
Mengandung Subsidi yang dil akukan ti dak
| ebi h dari senbil an pul uh hari sebel um di ber -
| akukannya Bea Masuk Antidunmping senentara
atau Bea Masuk I nbal an senentara sebagai mana
di mksud pada huruf a atau huruf b, dapat
di kenakan Bea Masuk Antidunping atau Bea
Masuk | nbal an sebagai mana di maksud dal am
Pasal 2 atau Pasal 3.
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Pasal 25

Kom te dapat nenyarankan kepada eksportir atau
negara pengekspor untuk mel akukan Ti ndakan Penye-
suai an sebagai mana di maksud dal am Pasal 21

BAB VII

PENETAPAN BEA MASUK ANTIDUMPING DAN
BEA MASUK IMBALAN

Pasal 26

(1) Atas dasar hasil akhir penyelidikan Konte
yang menbukti kan adanya Bar ang Dunpi ng
dan/ at au Barang Mengandung Subsi di yang
menyebabkan Kerugi an sebagai nana di maksud
dal am Pasal 12 ayat (2), Menteri Perindustri-
an dan Perdagangan msmutuskan besarnya nila
tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Anti dunp-
ing atau Bea Masuk | nmbal an yang besarnya sama
dengan atau lebih kecil dari Marjin Dunping
dan/ at au Subsi di Net o.

(2) Besarnya nilai tertentu sebagai mana di naksud
pada ayat (1) untuk barang yang di ekspor ol eh
eksportir atau produsen yang tidak diperiksa
dal am penyel i di kan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan
setinggi-tingginya sam dengan:

a. rata-rata tertinbang Marjin Dunping yang
di t et apkan berdasar kan bukti dan infornma-
si dari eksportir atau produsen yang
terpilih untuk diperiksa; atau

b. selisih antara rata-rata tertinbang Nla
Nor mal barang yang di ekspor ol eh ekspor-
tir atau produsen yang di peri ksa dengan
Harga Ekspor dari barang yang diekspor
ol eh eksportir atau produsen yang tidak
di peri ksa.

(3) Dalam nenentukan besarnya nil ai tertentu
sebagai mana di maksud pada ayat (2), Marjin
Dumpi ng yang nilainya nol atau sangat Kkeci
(de minims) tidak diperhitungkan.

Pasal 27
Atas dasar keputusan Menteri Peridustrian dan
Per dagangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 26,
Menteri  Keuangan nenetapkan besarnya Bea Masuk
Ant i dunpi ng atau Bea Masuk | nbal an.

Pasal 28

(1) Besarnya Bea Masuk Anti dunpi ng atau Bea Masuk
I mbal an sebagai mana di maksud dal am Pasal 27
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di tetapkan untuk inportasi dari nasing-masing
eksportir atau produsen, atau beberapa ek-
sportir atau produsen Barang Dunping atau
Bar ang Mengandung Subsi di

Dal am hal eksportir atau produsen sebagai mana
di maksud pada ayat (1) dari negara yang sanm
menyangkut juml ah yang besar, pengenaan Bea
Masuk Antidunping atau Bea Masuk | mbal an
dapat ditetapkan unluk setiap inportasi dari
negara pengekspor

Dal am hal beberapa eksportir atau produsen
sebagai mana di maksud pada ayat (1) berasa
| ebih dari satu negara, pengenaan Bea Masuk
Antidunping atau Bea Masuk Inbalan dapat
ditetapkan untuk setiap inportasi dari beb-
erapa eksportir atau produsen atau negara
pengekspor yang bersangkut an.

Pasal 29

Atas dasar keputusan Menteri Keuangan seba-
gai mana di maksud Mengandung Subsidi dapat
mem nta kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai untuk nmenetapkan dan mengenbal i kan
kel ebi han penbayaran Bea Masuk Anti dunping
senentara atau Bea Masuk Inbalan senentara
atas barang yang tel ah diinpor sebelum dite-
t apkan keputusan Menteri Keuangan.

Pengenbal i an kel ebi han penbayaran sebagai mana
di meksud pada ayat (1) dil akukan sel anbat -
| anbat nya senbi |l an pul uh hari terhitung sejak
penet apan Di rektur Jenderal Bea dan Cukai

Pasal 30

I mportir dapat nmengaj ukan pernohonan pengem
bali an kel ebi han penbayaran Bea Masuk Anti -
dunpi ng atau Bea Masuk I nbalan atas barang
yang diinmpor selelah ditetapkan keputusan
Menteri  Keuangan sebagai mana di naksud dal am
Pasal 27 kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai

Per rohonan pengenbal i an kel ebi han penbayar an
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat
di setuj ui dal am hal :

a. terdapat bukti yang disetujui oleh Men-
teri Perdagangan dan Perindustrian bahwa
Marjin Dunping atau Subsidi Neto yang
sebenarnya |ebih kecil dari Bea Masuk
Anti dunping atau Bea Masuk | nbalan yang
di maksud; dan

b. inportir telah nmenbayar Bea Masuk Anti -
dunping atau Bea Masuk Inbalan sesua
dengan Keputusan Menteri Keuangan

Pengenbal i an kel ebi han penbayarar. sebagai na-
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na di mksud pada ayat (1) dil akukan sel anbat -
| anmbat nya senbi |l an pul uh hari terhitung sejak
penet apan Di rektur Jenderal Bea dan Cukai

Pasal 31

Pengenaan Bea Masuk Antidunping atau Bea
Masuk I nbal an berl aku sejak ditetapkan ol eh
Ment eri Keuangan sebagai rnana di maksud dal am
Pasal 27 dan berlaku paling lama |im tahun
sej ak keputusan pengenaan atau peninjauan
kenbal i yang terakhir

Dal am hal Ti ndakan Sement ara sudah di berl aku-
kan sebagai mana di maksud dal am Pasal 17, Bea
Masuk Antidunping atau Bea Masuk |[|nbalan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat
di ber | akukan surut terhitung sejak saat
pengenaan Ti ndakan Senent ara.

Pember | akuan surut sebagai mana di meksud pada
ayat (2), hanya dapat diberlakukan terhadap
pengenaan Bea Masuk Antidunping atau Bea
Masuk | nbal an yang pengenaannya di dasarkan
pada adanya Kerugian sebagai mana di maksud
dal am Pasal 1 angka 11 huruf a dan huruf b
sepanj ang ancaman Kerugi an akan menj ad
Kerugi an tanpa adanya Ti ndakan Senenl ar a.

Dal am hal di ket ahui bahwa:

a. barang vyang bersangkutan pernah diinpor
sebagai Barang Dunping atau i mportir
menget ahui  bahwa selama ini eksportir
tel ah nmengekspor Barang Dunping yang
dapat nmenyebabkan Kerugi an; dan

b. Kerugi an tersebut di sebabkan ol eh Barang
Dunpi ng yang dii npor dal am waktu
si ngkat dengan jum ah yang sangat besar
yang nenpengaruhi efeklifitas pengenaan
Bea Masuk Antidunping untuk nenghil ang-
kan Kerugi an;

penber| akuan surut pengenaan Bea Masuk Anti -
dunpi ng sebagai mana di meksud pada ayal (2)
dapat di mundurkan saat berl akunya paling | am
senbilan puluh hari sebelum saat pengenaan
Ti ndakan Senent ar a.

Dal am hal di ket ahui bahwa Kerugi an di sebabkan
ol eh Barang Mengandung Subsi di yang dii npor
dal am wakl u si ngkat dengan jum ah yang sangat
besar yang nenpengaruhi efektifitas pengenaan
Bea Masuk | nmbal an untuk nmenghil angkan Ker u-
gi an penber| akuan surut pengenaan Bea Masuk
| mhal an sebagai mana di maksud pada ayat (2)
dapat di mundur kan saat berlakunya paling | am
senbilan puluh hari sebelum saat pengenaan
Ti ndakan Scnent ar a.

Penmber | akuan surut sebagai mana di meksud pada
ayat (4) dan di berl akukan terhadap pengenaan
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Bea Masuk Antidunpi ng atau Bea Masuk | nbal an
yang pengenaannya di dasarkan kepada adanya
Kerugi an sebatas yang di maksud dal am Pasal |
angka 11 huruf b dan huruf c.

Pasal 32

Atas prakarsa Komte atau permohonan Pihak yang
Ber kepenti ngan pengenaan Bea Masuk Antidunping
stau Bea Masuk | nbal an sebagai nana di maksud dal am
Pasal 27 dapat ditinjau kenmbali paling cepat dua
bel as bul an setel ah ditetapkannya Keputusan Men-
teri Keuangan.

Pasal 33

Ber dasar kan hasil peninjauan kenbali sebagai mana
di maksud dal am Pasal 32 Konite nmengusul kan kepada
Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk

a. menghenti kan pengenaan Bea Masuk Anti dunping
atau Bea Masuk | nbal an dal am hal adanya bukt
bahwa Kerugi an yang di sebabkan ol eh Barang
Dunpi ng atau Barang Mengandung Subsidi sudah
dapat di hil angkan; atau

b. mel anj ut kan pengenaan Bea Masuk Anti dunping
atau Bea Masuk | nbal an dal am hal adanya bukt
bahwa Kerugi an yang di sebabkan ol eh Barang
Dunpi ng atau Barang Mengandung Subsidi bel um
dapat di hil angkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34
Penyel i di kan yang dilakukan berkaitan dengan
pengenaan Bea Masuk Antidunping atau Bea Masuk
i mbal an tidak nenghanbat penyel esaian kewaji ban
kepabeanan atas inpor barang yang bersangkut an

Pasal 35

Keber atan terhadap penetapan Bea Misuk Anti dunpi ng
atau Bea Masuk |Inbalan dapat diajukan kepada
| embaga bandi ng sebagai mana di maksud dalam Pasa

97 Undang-undang Nonmor |0 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 36
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Ketentuan | ebi h | anjut yang di perl ukan bagi pel ak-
sanaan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Perin-
dustrian dan Perdagangan dan Menteri Keuangan
sesuai bi dang tugas nasi ng- masi ng.

Pasal 37

Peraturan penerintah ini mulai berlaku pada tang-
gal di undangkan.

Agar setiap orang dapat nengetahui nya, nemerintah-
kan pengundangan Peraturan Penerintah ini dengan
penenpat annya dal am | enbaran Negara Republ i k
I ndonesi a.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
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